
 

 

 

 
 

 

GUBERNUR MALUKU 

 

PERATURAN GUBERNUR MALUKU 

NOMOR 3 TAHUN 2018 

 

TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR 

NOMOR 1.c TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH 

PROVINSI MALUKU 

 
GUBERNUR  MALUKU, 

 

Menimbang : a. bahwa sebagai implementasi dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan 

Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Maluku sehingga untuk menjamin objektifitas 

pembayaran Tunjangan Kinerja (TKD) ASN lingkup 

pemerintah Provinsi Maluku perlu diikuti dengan 

perubahan regulasi Peraturan Perundang-Undangan; 

b. bahwa   sesuai   Ketentuan  Pasal  63  ayat  (2)  

Peraturan   Pemerintah Nomor  58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan 

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan 

penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah 

berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan 

memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan 

memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan 

peraturan perundang - undangan; 

c. bahwa pemberian tambahan penghasilan 

sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai 

penghargaan atas kinerja Aparatur Sipil Negara di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1.c 

Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah 

Provinsi Maluku perlu ditetapkan dengan Peraturan 

Gubernur; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 

1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 

I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1617); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang 

Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, 

Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia 

Nomor 3890); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang  

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana diubah terakhir  dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

 

 

 



 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5258); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

16. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2013 tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 

tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; 

19. Peraturan Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 

tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja 

Pegawai Negeri; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 

2014 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan 

Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri; 

21. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi 

Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Maluku Nomor 66); 

 

 



 

 

22. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 

2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 

2018 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2017 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Maluku Nomor 74); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1.c TAHUN 2016 

TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI 

MALUKU. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 1.c Tahun 2016 

tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi 

Maluku Tahun 2016 Nomor 1.c) di ubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan BAB II Pasal 2 Ayat (6) diubah, sehingga Pasal 2 Ayat (6) 

berbunyi sebagai berikut : 

 

BAB II 

 

PENERIMA TUNJANGAN KINERJA DAERAH 

 

Pasal 2 

 

(1) Penerima Tunjangan Kinerja Daerah  adalah Aparatur Sipil Negara dan 

Calon Aparatur Sipil Negara. 

(2) Aparatur Sipil Negara penerima TKD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah: 

a. Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Maluku yang bekerja 

pada instansi Pemerintah Provinsi Maluku; 

b. Aparatur Sipil Negara pusat yang dipekerjakan/diperbantukan 

pada instansi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. 

(3) Calon Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diberikan TKD setelah bertugas minimal 1 (satu) tahun. 

(4) Aparatur Sipil Negara pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota diberikan 

TKD setelah bertugas minimal 3 (tiga) bulan, kecuali menduduki jabatan 

struktural. 

(5) Aparatur Sipil Negara Provinsi yang dipekerjakan/diperbantukan pada 

instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diberikan 

TKD berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku. 

(6) Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada BAPPEDA, BPKAD dan Badan 

Pendapatan Daerah dengan pertimbangan volume pekerjaan sebagai 

perencana dan pengelola APBD diberikan tambahan 10 % sesuai 

tingkatannya. 

 

 

 

 



 

 

(7) Aparatur Sipil Negara Penerima TKD tidak memperoleh honorarium 

kecuali pada pengelola keuangan dan pejabat pengadaan/tim 

pengadaan. 

 

2. Ketentuan BAB IX Pasal 20 Ayat (3) dan Ayat (4) diubah, sehingga Pasal 20 

Ayat (3) dan Ayat (4) berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 20 

 

(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah  dianggarkan dalam Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD. 

(2) Tunjangan Kinerja Daerah dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 20 

bulan berikutnya setelah masa penilaian kinerja dengan melampirkan 

daftar pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 10 ayat (7). 

(3) Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah untuk bulan Desember Tahun 

2017 dibayarkan pada Januari 2018. 

(4) Pembayaran TKD Tahun selanjutnya untuk Bulan Desember dibayarkan 

pada Bulan Januari Tahun berikutnya. 

 
Pasal II 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. 

 

    
 

 

 
 

Ditetapkan di  Ambon 
pada tanggal 3 Januari 2018 

 

GUBERNUR MALUKU, 
 

 

 ttd    
 

 

     SAID ASSAGAFF 
 

 

Diundangkan di Ambon 

pada tanggal 3 Januari 2018 
 

SEKRETARIS DAERAH MALUKU, 

 
 

         ttd    

 
 

HAMIN BIN THAHIR 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2018 NOMOR 3 

 

 
 

 




